
 
 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21 TAHUN 2010 

TENTANG 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 47 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Pertahanan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

    
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

    
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

    
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

    
  5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 469); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN 
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Bagian Kesatu 

Pengertian 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat, SPIP adalah 

Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik. 

  
4. Inspektorat Jenderal yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern 

adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung 
kepada Menteri, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. 

 
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari Unit Organisasi 

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 
 
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang 

dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, 
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan 
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah. 

 
7. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 
rencana atau norma yang telah ditetapkan. 

 
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu 

kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan 
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 
kegiatan dalam mencapai tujuan. 

 
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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10. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Kementerian Pertahanan dan TNI 
yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. 

 
11. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pertahanan dan TNI. 
 
12. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko 

serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan 
bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.  

 
13 Informasi  adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian 
Pertahanan dan TNI. 

 
14. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan 

menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan umpan balik. 

 
15. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem 

Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit 
dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. 

 
16 Pegawai adalah Pegawai Negeri yang terdiri dari anggota TNI dan PNS di 

Satker/Subsatker yang berada di lingkungan Kemhan dan TNI. 
 
17. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 
 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

 
Pasal 2 

 
(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel, Kasatker/subsatker wajib melakukan pengendalian atas 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 

 
(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. 
 
(3) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian 
tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Prinsip dan Azas 
 

Pasal 3 
 
(1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan 

dan TNI dilaksanakan secara tertib, cermat, berlanjut, menyeluruh terhadap semua 
tahapan dengan menerapkan prinsip : 
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a. mengutamakan preventif di atas represif, berarti Sistem Pengendalian Intern 
diutamakan dan diusahakan tindakan yang bersifat pencegahan dari pada 
penindakan setelah terjadi penyimpangan. 

 
b. peran serta, berarti Sistem Pengendalian Intern mengikutsertakan semua 

pihak untuk bertanggungjawab dan berdisiplin terhadap pelaksanaan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

 
c. keadilan, berarti setiap tindakan dan/atau pemberian sanksi hukum harus 

didasarkan pada obyektivitas, kecermatan, ketelitian dan kebenaran, agar 
tercapai kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang; dan 

 
d. membimbing dan mendidik, berarti dalam melaksanakan Sistem 

Pengendalian Intern agar bersifat membimbing serta memberi petunjuk 
dalam mengambil tindakan bersifat mendidik. 

 
(2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan 

dan TNI menerapkan azas : 
 

a. manfaat, yaitu pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern harus dapat 
bermanfaat untuk kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan; 

 
b. transparan, yaitu Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan secara 

transparan terhadap seluruh kegiatan dengan melibatkan semua bagian 
mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan 
pengawasan; 

 
c. efektif, yaitu Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

 
d. efisien, yaitu Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan dengan 

menggunakan daya dan dana yang sesuai untuk mencapai sasaran yang 
diharapkan; dan 

 
e. akuntabel, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern harus mencapai 

sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan 
tugas sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam 
pengelolaan keuangan negara. 

 
BAB II 

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

  
Pasal 4 

 
(1) SPIP terdiri atas unsur : 

a. lingkungan pengendalian; 
b. penilaian risiko; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


c. kegiatan pengendalian; 
d. informasi dan komunikasi; dan 
e. pemantauan pengendalian intern. 
 

(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Satker/Subsatker. 

  
Bagian Kedua 

Lingkungan Pengendalian  
 

Pasal 5 
 

Kasatker/subsatker harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern 
dalam lingkungan kerjanya, melalui : 
 
a. penegakan integritas dan nilai etika; 
b. komitmen terhadap kompetensi; 
c. kepemimpinan yang kondusif; 
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia; 
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan 
h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
 

Pasal 6 
 

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
sekurang-kurangnya dilakukan dengan : 
 
a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku; 
b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat 

pimpinan Instansi Pemerintah; 
c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan 

dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; 
d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian 

pengendalian intern; dan 
e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. 
 

Pasal 7 
 

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sekurang-
kurangnya dilakukan dengan : 
 
a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; 
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